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KATA PENGANTAR 
 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pengantar Hukum Pajak 
Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini 
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi 
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang  Pengantar 
Hukum Pajak Indonesia. 

Pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada 
negara memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung 
kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pajak, negara 
tidak dapat menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
dan keamanan. Oleh karena itu, hukum pajak menjadi landasan yang 
mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta mekanisme pemungutan 
dan pengawasan pajak. 

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai 
hukum pajak di Indonesia, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, hingga 
berbagai aturan yang mengaturnya. Kami berharap, melalui karya ini, 
pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai betapa 
pentingnya pajak dalam konteks perekonomian Indonesia, serta 
bagaimana sistem perpajakan yang ada berfungsi untuk menciptakan 
keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

Maret, 2025 
 

 
Penulis  
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BAB 1 
SEJARAH PAJAK DAN HUKUM PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN  
Hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur 

kewenangan pemerintah untuk menarik kekayaan dari masyarakat dan 
mengalokasikannya kembali kepada publik melalui kas negara. Oleh 
karena itu, hukum pajak termasuk dalam hukum publik yang mengatur 
hubungan antara negara dengan individu atau badan yang berkewajiban 
membayar pajak. Menurut Rochmat Soemitro, "Hukum pajak adalah 
peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut 
pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak." 

Pajak memegang peran penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan. Pajak 
menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk 
membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan. Dengan adanya 
regulasi perpajakan, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama 
keuangan negara dapat dioptimalkan. Namun, masih ada kendala seperti 
rendahnya pengetahuan masyarakat, kondisi ekonomi yang kurang 
mendukung, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakonsistenan dalam 
pengawasan dan penerapan sanksi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu 
meningkatkan edukasi di bidang perpajakan. 

Keberhasilan dalam pengumpulan pajak sangat dipengaruhi oleh 
pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, agar 
pendapatan negara tetap terjaga. Untuk mengatasi hambatan ini, 
pemerintah harus memastikan pengelolaan pajak yang transparan dan 
efisien, serta menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas. 
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BAB 2 
SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem 

perekonomian modern. Pajak memainkan peran vital dalam menyediakan 
pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, 
seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, 
pendidikan, dan lain-lain (Ilanoputri, 2020). Dalam konteks ini, 
pemahaman tentang konsep subjek pajak dan objek pajak sangatlah 
penting karena keduanya menjadi dasar dalam pengenaan kewajiban 
perpajakan. Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum wajib 
membayar pajak, sedangkan objek pajak merujuk pada penghasilan atau 
sumber yang dikenakan pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022). Dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek 
pajak terdiri dari tiga kategori, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan 
yang belum terbagi. Ketentuan mengenai subjek dan objek pajak ini 
menjadi fondasi penting dalam penentuan kewajiban perpajakan yang adil 
dan proporsional (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 Tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 
Pajak Penghasilan, n.d.). 

Pemahaman mengenai subjek dan objek pajak tidak hanya penting 
dalam ranah teori perpajakan, tetapi juga dalam praktik hukum. Dalam 
konteks hukum perpajakan, pengenaan pajak harus didasarkan pada asas 
legalitas dan keadilan (Mustaqiem, 2014). Subjek pajak dan objek pajak 
merupakan elemen utama yang mendasari perhitungan pajak, sehingga 
pemahaman yang jelas tentang kedua konsep ini penting untuk 
memastikan bahwa kewajiban pajak dikenakan secara tepat (Yanuar, 
2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan secara rinci 
tentang klasifikasi subjek pajak dan jenis penghasilan yang menjadi objek 
pajak. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam penetapan pajak, 
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BAB 3 
TEORI, ASAS, STELSEL,  
DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pemungutan pajak oleh negara membawa kewajiban untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dapat saja membebani 
rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua 
tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidaklah adil, jika 
pengorbanan rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan 
rakyat banyak. (Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, 1965 : 6). Oleh karena itu, 
pajak yang merupakan pungutan harus diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan. Beberapa pengaturan pajak dapat diketahui antara 
lain pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
yang menyebutkan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang.  

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor. 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menegaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.      

Berdasarkan beberapa pengertian yuridis tersebut di atas, maka 
unsur-unsur pajak meliputi: 
1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara; 
2) Pajak harus dipungut melalui peraturan perundang-undangan (karena 

memaksa); 
3) Dalam pajak tidak terdapat kontra prestasi (jasa timbal balik secara 

langsung); 
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TUGAS DAN EVALUASI 
1. Jelaskan unsur-unsur pajak, dan perbedaannya dengan retribusi.  
2. Jelaskan teori-teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara., dan 

dasar hukumnya. 
3. Jelaskan fungsi pajak untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan.   
4. Terdapat bermacam-macam asas pengenaan pajak yang berkaitan 

dengan yurisdiksi negara memungut pajak. Jelaskan negara Indonesia 
menganut asas pengenaan pajak yang mana sajakah.  

5. Dikenal dalam hukum pajak ada tiga macam cara pemungutan pajak 
(stelsel pajak). Jelaskan stelsel pajak manakah yang dianut oleh negara 
Indonesia.  
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BAB 4 
PAJAK PUSAT 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pajak merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan 

dan pengelolaan negara. Di Indonesia, pajak memiliki peranan penting 
dalam mengatur redistribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, serta membiayai penyediaan layanan publik. Sistem perpajakan 
di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak yang diatur oleh pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Bab ini akan menguraikan secara 
mendalam mengenai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, atau 
yang dikenal sebagai Pajak Pusat (Dihimpun dari berbagai sumber 2023). 

Pajak Pusat merujuk pada jenis-jenis pajak yang kewenangan 
pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat melalui Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Dihimpun 
dari berbagai sumber 2023). Pajak ini mencakup berbagai jenis pajak yang 
bersifat langsung dan tidak langsung, serta memiliki dasar hukum yang 
kuat dalam peraturan perundang-undangan Nasional. Pajak Pusat 
merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama, yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah, 
pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan sosial 
(Dewi Puspita 2022). 

Dasar hukum Pajak Pusat di Indonesia mengacu pada berbagai 
undang-undang dan peraturan yang mengatur pemungutan dan 
pengelolaan pajak oleh pemerintah pusat. Dasar hukum ini memberikan 
landasan legal bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh warga negara 
dan badan usaha di Indonesia (Khalimi 2022).  

Pajak pusat memiliki peranan yang sangat penting dalam 
pembangunan dan pengelolaan negara di Indonesia. Sebagai salah satu 
sumber pendapatan utama negara, pajak pusat digunakan untuk 
membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan 
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BAB 5 
TARIF PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Tarif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem 

perpajakan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian 
suatu negara, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kepatuhan wajib 
pajak. Penetapan tarif pajak yang efektif dan adil menjadi tantangan 
tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis 
dan global. Pada satu sisi, tarif pajak harus mampu menyediakan 
pendapatan yang memadai bagi negara guna membiayai berbagai 
program pembangunan. Di sisi lain, tarif pajak juga harus 
mempertimbangkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Kebijakan tarif pajak tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal, 
tetapi juga pandangan pemerintah terhadap aspek keadilan sosial dan 
ekonomi. Di berbagai negara, tarif pajak sering kali menjadi instrumen 
untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong redistribusi 
kekayaan. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana 
tarif pajak harus ditetapkan. Di beberapa negara, tarif pajak progresif 
diterapkan untuk memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok 
berpenghasilan tinggi, sementara negara lain menerapkan tarif pajak 
proporsional atau bahkan tarif tetap. 

Dalam konteks Indonesia, tarif pajak telah mengalami beberapa 
perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika sosial 
masyarakat. Kebijakan perpajakan, termasuk penetapan tarif, harus 
mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menciptakan 
sistem perpajakan yang efisien dan berkeadilan. Hal ini semakin penting 
dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam 
rangka mendukung pembangunan dan menghadapi tantangan global, 
seperti perubahan iklim dan transformasi digital. 
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BAB 6 
REFORMASI PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pajak di Indonesia telah ada sejak zaman Nusantara, dan kekuasaan 

berada ditangan kerajaan (Raja) sebagai penguasa. Di masa itu, Indonesia 
masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Raja atau 
sebutan lain sesuai karakter daerah masing-masing. Penguasa (Raja) 
memberlakukan pembayaran upeti termasuk juga natura oleh rakyat 
kepada kerajaan. Pemberian-pemberian itu meliputi hasil-hasil pertanian 
dan perkebunan rakyat. Upeti dan natura ini disimpan dalam lumbung-
lumbung kerjaan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kesejahteraan 
rakyat di masa paceklik. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, terjadi 
perubahan system pemungutan pajak dan pemanfaatannya. Upeti yang 
awalnya berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, beralih 
fungsi menjadi sesuatu yang wajib diberikan oleh rakyat pribumi bagi 
penguasa. Apa yang diambil dari rakyat pribumi dimanfaatkan untuk 
kepentingan perang dan pembangunan di daerah penguasa.  

Beberapa aturan dibentuk oleh penguasa dalam rangka melegalkan 
tindakan pemerintah untuk menarik kekayaan rakyat ke kas Kolonial. 
Objek-objek yang dipandang dapat memberikan kontribusi finansial yang 
kuat ke kas negara, dioptimalkan untuk dilakukan pemungutannya 
termasuk dari usaha-usaha rakyat, meskipun objek-objek tersebut 
merupakan hak milik rakyat. Saat itu, tanah menjadi salah satu objek 
primadona yang dijadikan sumber pendapatan pajak bagi Kolonial 
disamping objek lainnya. 

Pajak harus dipungut dengan aturan (hukum) yang baik sehingga sifat 
kontribusi wajib pajak menjadi lebih nampak dari pada sifat pajak yang 
memaksa. Hukum Pajak merupakan hukum publik yang mengatur 
hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-
badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Adrian Sutedi, 2016, 
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BAB 7 
UTANG PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Utang pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib 

pajak kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam konteks hukum pajak di Indonesia, utang pajak muncul 
ketika wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk 
dikenakan pajak, namun belum melakukan pembayaran. Menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, utang pajak diartikan sebagai jumlah pajak yang 
terutang oleh wajib pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Utang pajak ini menjadi penting karena 
merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan 
untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik 
(Najib & Sari, 2019). 

Utang pajak dapat timbul dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah. 
Setiap jenis pajak memiliki ketentuan dan mekanisme pengenaan yang 
berbeda. Misalnya, dalam Pajak Penghasilan, utang pajak muncul ketika 
wajib pajak memiliki penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak 
kena pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Direktorat 
Jenderal Pajak (2021), pada tahun 2020, total utang pajak yang tercatat 
mencapai Rp 1.500 triliun, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan 
utang pajak secara efektif (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). 

Landasan hukum utang pajak di Indonesia diatur secara komprehensif 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar konstitusional 
kewajiban pajak tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan 
pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. 
Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut 
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BAB 8 
PENETAPAN PAJAK  
 

 

A. PENDAHULUAN 
Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

penyelenggaraan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara 
memiliki peran krusial dalam pembiayaan berbagai kebutuhan publik, 
mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, 
hingga berbagai program sosial ( Badan Kebijakan Fiskal 2019). Dalam 
sistem perpajakan Indonesia, penetapan pajak merupakan aspek 
fundamental yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh 
Wajib Pajak. Penetapan pajak merupakan suatu mekanisme di mana Wajib 
Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (PRAMITASARI 2022). 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi dasar hukum utama yang 
mengatur mekanisme penetapan pajak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 
ayat 1 UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
tanpa harus bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Dengan kata 
lain, penetapan pajak menganut prinsip self-assessment, di mana Wajib 
Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak 
yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang akurat dan jujur. 

Prinsip self-assessment  ini mengandung implikasi yang sangat penting 
dalam upaya mencapai sistem perpajakan yang adil, efisien, dan 
transparan. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung 
jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (J. J. 
Rusnan 2020). Ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi kunci utama 
dalam penetapan pajak yang efektif. Oleh karena itu, sistem administrasi 
perpajakan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk 
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BAB 9 
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Bab ini membahas secara khusus tentang Pelaporan dan Pembayaran 

Pajak, yang merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak, baik individu maupun badan. Pelaporan pajak adalah proses 
di mana wajib pajak melaporkan perhitungan pajaknya kepada otoritas 
pajak (Direktorat Jenderal Pajak) melalui formulir Surat Pemberitahuan 
(SPT). Sementara itu, pembayaran pajak adalah proses di mana wajib 
pajak menyetorkan sejumlah pajak terutang sesuai dengan perhitungan 
yang telah dilakukan ke kas negara. 

Pelaporan dan pembayaran pajak memiliki peran krusial dalam 
memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang 
berlaku. Hal ini mencakup ketepatan waktu dalam pelaporan, keakuratan 
informasi yang disampaikan, serta kesesuaian jumlah pajak yang 
dibayarkan dengan perhitungan yang ditetapkan. Ketidakpatuhan 
terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, bunga 
keterlambatan, hingga sanksi pidana bagi wajib pajak. 

Bab ini, "Pelaporan & Pembayaran Pajak," menyoroti aspek penting 
dalam administrasi perpajakan, yaitu kewajiban pelaporan dan 
pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Setelah 
mempelajari dasar-dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, dan sistem 
pemungutannya di bab-bab sebelumnya, pembaca akan mendalami 
pentingnya pelaporan pajak melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) 
serta pemenuhan kewajiban pembayaran. Pelaporan pajak mencakup 
penyerahan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  

Selain itu, bab ini menguraikan proses pelaporan dan pembayaran 
pajak serta pentingnya menjaga ketepatan waktu agar terhindar dari 
sanksi administratif. Berbagai sanksi, seperti denda atau bunga, dapat 
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BAB 10 
PENAGIHAN PAJAK  
 

 

A. PENDAHULUAN 
Penagihan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam sistem 

administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memastikan penerimaan 
negara dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal (LAKIN DJP 2018). 
Mekanisme penagihan pajak dirancang untuk menindaklanjuti kewajiban 
pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, baik dalam bentuk 
pembayaran pajak yang terlambat maupun tunggakan pajak yang belum 
diselesaikan. Aktivitas ini memiliki dasar hukum yang kuat, dengan 
landasan utama yang tercantum dalam Undang-Undang tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta berbagai 
peraturan turunan lainnya (Sabar L Tobing 2022). Penagihan pajak tidak 
hanya berfokus pada pengumpulan piutang pajak, tetapi juga memastikan 
adanya kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang 
berlaku (Wibowo 2003). 

Penerapan sistem penagihan pajak bertujuan untuk memberikan efek 
jera kepada wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
Melalui penerapan sanksi administratif maupun upaya hukum yang lebih 
lanjut, proses penagihan pajak diharapkan mampu meningkatkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak (Zanzibar 2019). Penagihan pajak juga memainkan 
peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem 
perpajakan nasional (Priyono 2023). Wajib pajak yang patuh akan 
merasakan adanya perlakuan yang adil ketika otoritas pajak menindak 
tegas mereka yang tidak memenuhi kewajibannya (Rohmani 2018). 

Proses penagihan pajak di Indonesia diatur dengan mekanisme yang 
sistematis dan transparan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) memiliki wewenang untuk melakukan penagihan pajak dengan 
berbagai tindakan, mulai dari penerbitan surat teguran hingga penyitaan 
aset wajib pajak yang bersangkutan (Priyono 2023). Setiap tahapan dalam 
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4. Deskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses penagihan pajak 
di Indonesia dan berikan analisis mengenai upaya yang telah dilakukan 
untuk mengatasi hambatan tersebut. 

5. Jelaskan dampak pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan oleh 
wajib pajak, baik dari segi administratif maupun hukum. Berikan 
pandangan mengenai efektivitas penerapan sanksi dalam 
meningkatkan kepatuhan pajak. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Adiyanta, F.C. Susila. 2018. "Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi 

Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari 
Sektor Pajak ." Adminitrative Law & Governance Journal l (1): 2621-
2781. 

Alfaruqi, Haidar Ammar. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah 
Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan." 113-133. 

Andini Pratiwi, Adinda Aghnia Khairunnisa. 2024. "Efektivitas Kepatuhan 
Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak." Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen 
107-117. 

Darussalam, Danny Septridi. 2017. Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda. Jakarta: PT. Dimensi International Tax. 

Eka Satria Wibawa. 2023. DASAR – DASAR PERPAJAKAN. Semarang : 
YAYASAN PRIMAAGUS TEKNIK. 

Elfira Antameng, Jullie J. Sondakh, Syermi Mintalangi. 2024. "Pengaruh 
pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan 
kesadaran wajib pajak." 344-358. 

Fitriya. 2024. Dasar Penagihan Pajak dan Ketentuan Baru dalam PP 
50/2022. Desember 20. Accessed Januari 12, 2024. 
https://klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak/. 

Hasanal Mulkan, Serlika Aprita. 2023. Hukum Pajak . Bogor: Penerbit Mitra 
Wacana Media. 



 

274 | Pengantar Hukum Pajak Indonesia 

LAKIN DJP. 2018. LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . 
LAPORAN KINERJA, Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . 

Mesri Silalahi, Tukino. 2013. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. Batam: 
UPB PRESS. 

Mohammad Azimul wafa, Imahda Khoiri Furqon. 2022. "PERAN SISTEM 
INFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM 
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS WAJIB PAJAK." LAWSUIT Jurnal 
Perpajakan I (3): 127-132. doi:10.3065610.30656/1398. 

Priyono, Eko. 2023. Inovasi dalam Substansi Hukum Penagihan Pajak. 
November 15. Accessed Januari 7, 2024. 
https://www.pajak.go.id/id/artikel/inovasi-dalam-substansi-hukum-
penagihan-pajak. 

Redhy Matabean, Vishnu Juwono. 2019. "KERJASAMA OTORITAS PAJAK 
DAN OTORITAS ANTI KORUPSI DALAM UPAYA MENINGKATKAN 
KEPATUHAN PAJAK." Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia 75-
91. 

Rohmani, Edmalia. 2018. Mendedah Persepsi terhadap Otoritas Pajak. 
Agustus 20. Accessed Januari 7, 2024. 
https://pajak.go.id/index.php/en/artikel/mendedah-persepsi-
terhadap-otoritas-pajak. 

Sabar L Tobing, Suyanto. M. Agustiawan Saputra. 2022. KETENTUAN 
UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN. Depok: PT RAJAGRAFINDO 
PERSADA. 

Saptono Prianto Budi, Ismail Khozenb. 2021. "REKONSTRUKSI 
PENDEKATAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DI MASA PANDEMI 
DALAM UPAYA PENGUATAN PENERIMAAN PAJAK." Scientax, Jurnal 
Kajian Ilmiah Perpajakan 105-129. Accessed Jajuari 9, 2024. 
doi:https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240. 

Sejati, Alif Radix Tegar. 2018. Menuju Administrasi Pajak Digital. Mei 28. 
Accessed Januari 7, 2024. 
https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-
digital. 

 
 



 

Penagihan Pajak | 275 

Totok Sudiyanto, Emilda Emilda, Sifti Anisah. 2023. "Pengaruh Penerapan 
E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak." Jurnal Media Akuntansi (Mediasi) 367-378. Accessed Januari 
9, 2024. doi:DOI: https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240. 

Utomo, Suryo. 2021. Cerita di Balik Reformasi Perpajakan. Juni 24. 
Accessed Januari 9, 2024. https://pajakmania.com/wp-
content/uploads/2021/08/Buku-Reformasi-Perpajakan-Web.pdf. 

Wibowo, Agus. 2003. HUKUM PAJAK. Semarang: Yayasan Prima Agus. 
Zanzibar, Dicky Armanda, Hadi Iskandar. 2019. "Penerapan Sanksi 

Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi." Asia-Pacific Journal 
of Public 37- 48. doi:10.52137. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA 

BAB 11: PEMERIKSAAN  

DAN PENYIDIKAN PAJAK 

 

 

 
 

 

 

Nenden Susilawati, S.E., M.Ak

STIE GICI Business School  



 

278 | Pengantar Hukum Pajak Indonesia 

 
BAB 11 
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah 

Negara guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan negara. Oleh 
karena itu, dalam usaha agar wajib pajak memenuhi kewajiban membayar 
pajak, dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang tepat. Hal tersebut agar 
mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya dengan baik, benar, dan jelas. Selain itu, agar segala langkah 
dan arusnya berjalan secara teratur dan terorganisir. 

Di Indonesia sistem pemungutan pajak nya di kenal dengan self 
assessment yang berlaku sejak tahun 1984. Sistem ini cenderung 
menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajaknya. 
Sementara itu disisi lain pemerintah atau institusi berperan sebagai 
pengawas dan penegak hukum saja.  

Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk pengawasan kepatuhan Wajib 
Pajak, Dirjen Pajak dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan pemerintah 
perlu melakukan tindakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku. 

 

B. PEMERIKSAAN PAJAK 
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana mengalami 
beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU Cipta Kerja), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan 
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BAB 12 
PENYELESAIAN SENGEKETA PAJAK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pada bab ini, diterangkan mengenai sengketa pajak yang terjadi di 

Indonesia antara Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak dengan otoritas 
pajak akibat ketidaksetujuan terhadap keputusan perpajakan, seperti 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau tindakan penagihan. Sengketa pajak 
sering muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan 
perpajakan, kesalahan dalam pengisian data pajak, serta perbedaan 
interpretasi atas kewajiban perpajakan. Untuk menyelesaikan sengketa 
tersebut, Indonesia menyediakan dua jalur hukum, yaitu jalur 
administratif dan peradilan. Bab ini akan mengulas lebih lanjut mengenai 
penyebab sengketa, objek sengketa, dan prosedur penyelesaian sengketa 
pajak yang dapat diambil oleh WP 

 

B. PENGERTIAN SENGKETA PAJAK 
a. Definisi Sengketa Pajak 

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sengketa pajak adalah 
sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan 
kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan 
Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.  

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau 
perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai 
penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan 
penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa 
pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau 
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